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TENTANG

FASILITAS DALAM RANGKA PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI

PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai salah satu tujuan

bernegara untuk menyediakan fasilitas layanan umum

dan melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal

25 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014

tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas,

Pemerintah perlu menyediakan fasilitas pendanaan

untuk bantuan teknis (project development fund);

b. bahwa penyediaan fasilitas layanan umum juga dapat

dilaksanakan melalui penyediaan infrastruktur dengan

menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan

Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden

Nomor 38 Tahun 2015 tentang tentang Kerjasama

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan

Infrastruktur;

c. bahwa dalam pelaksanaan skema Kerjasama Pemerintah

dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b,

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama bertanggungjawab
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melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan transaksi

Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dan

Menteri Keuangan menyediakan Dukungan Kelayakan

dan Penjaminan Infrastruktur, yang keduanya

berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan

pelaksanaan penyediaan infrastruktur melalui skema

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha;

d. bahwa guna memastikan terciptanya percepatan dan

efektivitas pelaksanaan kebijakan penyediaan

infrastruktur dengan skema KPBU sebagaimana

dimaksud dalam huruf b, Menteri Keuangan perlu

menyediakan fasilitas guna mendukung pelaksanaan

penyiapan dan transaksi proyek KPBU yang berfungsi

sebagai sarana untuk mengintegrasikan proses

penyediaan Dukungan Kelayakan dan Penjaminan

Infrastruktur pada Proyek KPBU sebagaimana dimaksud

dalam huruf c;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang

Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan

Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan

Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5423);

5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang

Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164);

6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam

Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG FASILITAS

DALAM RANGKA PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN

TRANSAKSI PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN

USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang

selanjutnya disingkat KPBU adalah kerjasama antara

pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan

Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu

pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha

Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian

atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan

Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara

para pihak.

2. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi

pekerjaan konstruksi untuk membangun atau

meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau
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kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau

pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan

kemanfaatan infrastruktur.

3. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya

disingkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala

Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha

Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara

infrastruktur berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

4. Proyek KPBU adalah proyek yang disiapkan dan

dilaksanakan transaksinya oleh PJPK dalam rangka

KPBU.

5. Proyek KPBU Prioritas adalah Proyek KPBU yang

memenuhi kriteria sebagai proyek yang pelaksanaannya

diprioritaskan oleh Pemerintah.

6. Hasil Keluaran adalah segala kajian dan/atau dokumen

dan/atau bentuk-bentuk lainnya yang disepakati dan

disiapkan sesuai dengan kebutuhan PJPK untuk

melaksanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan

Proyek KPBU.

7. Fasilitas yang Diberikan pada Tahap Penyiapan Proyek

dan/atau Pelaksanaan Transaksi yang selanjutnya

disebut Fasilitas, adalah fasilitas fiskal yang disediakan

oleh Menteri Keuangan kepada PJPK yang dibiayai dari

sumber-sumber sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri ini.

8. Dana Penyiapan Proyek (Project Development Fund)

adalah dana yang digunakan untuk membiayai

pelaksanaan Fasilitas.

9. Prastudi Kelayakan adalah kajian yang dilakukan untuk

menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan

paling kurang aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan,

pengelolaan risiko, lingkungan, dan sosial.

10. Tahap Perencanaan Proyek KPBU adalah tahap sebelum

dilakukannya tahap penyiapan proyek KPBU oleh PJPK,

yang menghasilkan studi pendahuluan.
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11. Tahap Penyiapan Proyek KBPU adalah tahap sesudah

diselesaikannya Tahap Perencanaan Proyek KPBU oleh

PJPK, yang menghasilkan Prastudi Kelayakan.

12. Tahap Pelaksanaan Transaksi KPBU adalah tahap

sesudah diselesaikannya Tahap Penyiapan Proyek KPBU

oleh PJPK, untuk melaksanakan pengadaan Badan

Usaha dan penandatanganan Perjanjian KPBU.

13. Kajian Awal Prastudi Kelayakan adalah kajian yang

terdiri atas kajian hukum dan kelembagaan, kajian

teknis, kajian ekonomi dan komersial, kajian lingkungan

dan sosial, kajian mengenai bentuk kerjasama, kajian

risiko, kajian kebutuhan Dukungan Pemerintah

dan/atau Penjaminan Infrastruktur, dan/atau kajian

mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, termasuk

penyiapan rancangan perjanjian KPBU.

14. Kajian Akhir Prastudi Kelayakan adalah kajian yang

memuat penyesuaian data dengan kondisi setelah

dilakukannya Kajian Awal Prastudi Kelayakan dan

pemutakhiran atas kelayakan dan kesiapan KPBU.

15. Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah

dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial

yang diberikan terhadap Proyek KPBU oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

keuangan dan kekayaan negara.

16. Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas

kewajiban finansial PJPK yang dilaksanakan berdasarkan

perjanjian penjaminan.

17. Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment)

adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana

atas tersedianya Layanan Infrastruktur yang sesuai

dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana

ditentukan dalam Perjanjian KPBU.

18. Badan Usaha Pelaksana KPBU yang selanjutnya disebut

Badan Usaha Pelaksana, adalah Perseroan Terbatas yang

didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau

ditunjuk langsung.
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